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ABSTRAK 
 
Akta Kematiankmerupakan’akta catatanTsipil yangl_diterbitkan;_kantor 
Kependudukanfdan Catatan SipilSyang berada dilwilayahTKabupaten/Kota, 
dalam administrasiCkependudukan memilikiSnilai strategiCbagi penyelenggara 
pemerintah,;’pembangunan dan pelayananCkepada setiap warga negara sehingga 
perlu pengelolaan informasi kependudukan secara terkoordinasi. Penulisan;skripsi 
ini, dengan analisisTpelaksanaan PasalS44 ayat (4) Undang-Undang NomorK24 
Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Tujuannya dari penelitian ini 
adalah mengalisis kewenangan pengadilan terkait penetapan penerbitan akta 
kematian, serta mengetahui serta memahami bagaimana analisisTPasal 44;ayat (4) 
Undang-UndangRNomor 24ATahun 2013 terhadap penetapan penerbitan akta 
kematian di Kota Batam. Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian 
hukum normatif dengan metode pengumpulan datanya menggunakan studi 
kepustakaan dengan bahan hukum sekunder undang-undang, buku dan jurnal. 
Hasil penelitian dan pembahasan adalah meninggalnya seseorang yang sudah 
lama terjadi tetapi tidak dilaporkan, oleh pihak keluarga dalam mengurus akta 
kematian melalui proses permohonan pengadilan negeri setempat. Selanjutnya 
pihak keluarga yang telah mendapatkan penepatan penerbitan akta kematian 
keluarganya memohonkan penerbitan akta kematian di Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil untuk dicatatkan dalam akta catatan sipil dan diterbitkan akta 
kematian. Adanya akta kematian, maka keluarga simeninggal dapat menggunakan 
akta tersebut dalam berbagai hal seperti status identitas diri/KTP, pembagian harta 
waris, serta kegunaan lain yang diperlukan. Kesimpulannya bahwa akta kematian 
digunakan sebagai persyaratan pengurusan warisan, baik kepada isteri atau suami 
maupun anak-anak yang telah ditinggalkan. Kemudian digunakan sebagai syarat 
untuk menikah. Selain itu, juga untuk mengurus pensiun bagi ahli warisnya, dan 
kepengurusan perbankan. Data Penduduk yang dilaporkan kematiannya oleh 
keluarga si meninggal;;akan dihapuskanTdari KartuSKeluarga dan NomorTInduk 
KependudukanH(NIK) yang pernah dimiliki kemudian segera untuk 
dinonaktifkan disistemSkependudukan agarKtidak disalahNgunakan olehSpihak-
pihak yangKtidak bertanggung jawab 
 
Kata Kunci: Akta;Kematian; Masyarakat; Penetapan. 
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ABSTRACT 
 
Death Certificate is a civil registration certificate issued byTthe PopulationCand 
CivilCRegistry OfficeTlocated in the Regency/City area, in population 
administration it has strategic values for government administrators, development 
and services to every citizen so that it needs to manage population information in 
a coordinated manner. Writing this thesis, with an analysis of the implementation 
of Article 44 paragraph (4) of Law Number 24 Year 2013 concerning Population 
Administration. The purpose is to analyze theyauthority of-the court regarding the 
determination of9the issuance of death certificates, and to know and understand 
how the analysis of Article 44 paragraph (4) of LawTNumber224 of 
2013Gconcerning the determination issuance of death certificate in Batam City. 
This type of research that researchers use is normative legal research with the 
method of collecting data using literature studies with secondary legal material 
laws, books and journals. The result of the research and discussion is the death of 
someone who has happened a long time ago but not reported, by the family in 
arranging the death certificate through the local district court application 
process. Furthermore, the family who has obtained the issuance of the death 
certificate for his family requests the issuance of the death certificate in the 
Population and Civil Registry Office to be recorded in the civil registry certificate 
and the death certificate is issued. The existence of a death certificate, then the 
family can die using the certificate in various ways such as the status of identity / 
KTP, the distribution of inheritance, and other necessary uses. The conclusion is 
that the death certificate is used as a condition for administering inheritance, 
either to the wife or husband or children who have been left behind. Then used as 
a condition for marriage. In addition, also to take care of pensions for heirs, and 
banking management. Population data reported by the deceased's family will be 
deleted from the Family Card and the Population Identification Number (NIK) 
once owned and then immediately to be deactivated in the population system so 
that it is not misused by irresponsible parties 
 
Keywords: Death Certificate; Community; Determination. 
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BAB  I 
PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan hukum dan perubahan yang berkaitan dengan dinamika 

sosial dengan semua kepentingan nyatacada di belakang hukum. Berkembangnya 

hukum tidak dapat dihambat namun dapat dipastikan akan berkembang ke arah 

tertentu, tetapi pada akhirnya ia membawa perubahan setelah pertarungan dengan 

variasi kepentingan di balik hukum itu sendiri. Seringkali hukum hanya dipahami 

karena aturannya kakuzdan terlalukmenekankan aspek sistem hukum tanpa 

melihat hubungan antara ilmu hukum dan masalah sosial. Hukumbidentik dengan; 

ketertiban sebagai cermin pengaturan penguasa, di sisi lain, ada”jugalpemahaman 

hukum yang menekankan aspek legitimasi pengaturan diri. Undang-undang tidak 

boleh tertutup bagi faktor sosial yang memengaruhi pembangunan masyarakat. 

Masyarakat merupakan suatu bentuk komunitas yangkterdiri dari individu-

individu atau;’kelompok-kelompokctertentu dimana mereka tinggal, berkembang 

dan berinteraksi dalam lingkungan tertentu. Dalam kehidupan sosial, manusia 

memiliki dua posisi, yaitu; sebagai makhlukjindividu dan makhlukfsosial.nKarena 

itu, posisi manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari keberadaan manusia 

lain. Setiap individu dalam komunitas sosial memiliki beragam kepentingan, 

sehingga dimungkinkan dalam mewujudkan kepentingannya bahwa ada konflik 

antara kepentingan satu individu dengan kepentingan individu lainnya. Terjadinya 

konflik kepentingan akan menyebabkan fenomena sosial yang menciptakan situasi 

yang tidak aman dan tidak nyaman dalam kehidupan sosial. 
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Indonesia adalah negara tunggal yang memiliki sistem demokrasi 

berdasarkan UUD 1945 disingkat UUD 1945. Setiap warga negara wajib 

menjunjung tinggi persatuan dan integritas serta semua hak dan kewajibannya. 

Pertumbuhan terbaik adalah pertumbuhan global, pertumbuhan ekonomi, 

pertumbuhan digital, dan lain-lain, serta berbagai undang-undang dan peraturan 

yang mengikuti perkembangan. Lahirnya peraturan hukum dimulai dengan aturan 

atau kebiasaan di masyarakat. Adanya hukum dan peraturan yang telah 

dirumuskan dan disusun berdasarkan UUD 1945, sebagaimana tercantum dalam 

adopsi paragraf keempat dengan kajian jadi alih-alih membentuk pemerintah yang 

melindungiksemua rakyat dan semua kehilangan dan untuk meningkatkan 

kesejahteraan, mendidikkkehidupan bangsa dan berpartisipasi dalam tatanan dunia 

yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian-abadi dan tentang keadilan 

sosial, kemerdekaandnasional. Undang-Undang Dasar 1945, yang dibentuk atas 

persetujuan Republik Indonesia yang berdaulat atas rakyat yang berdasarkan pada 

Tuhan-Yang Maha=Esa, manusiamyang adilkdan beradab, persatuan dan 

penduduk yang dibimbing oleh kebijaksanaan untuklmewujudkan keadilan sosial 

orang Indonesia. 

Terdapat dikdalam ketentuan BabaX Pasal 26 UUDh1945 artikel yang 

mengatur warga dimuat dalam ayat (1), ayat (2)gdan ayat (3) dijelaskan dengan 

maksudswarga negara adalah penduduk asli Indonesia dan kewarganegaraan 

lainnya yang disahkan sebagai warga negara oleh hukum. Ayat (2)0Penduduk 

adalah wargafnegara Indonesia dan orang~asing yang bertempatKtinggal di 
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Indonesia. ayata(3) Masalah yang’berkaitan dengan warga negara dan penduduk 

diatur oleh hukum. 

Masyarakat adalah(warga negara dan orangkasingkyang tinggal=di 

Indonesia. Kependudukanzmerupakan bentukzjumlah, struktur, usia,ojenis; 

kelamin,)agama,; kelahiran,aperkawinan,ckehamilan,mkematian,pmobilitas_dan 

kualitas,aserta ketahanan dalamxpolitik,-ekonomi, urusan+sosial dan budaya. 

Manajemen kependudukan-dan pengembangan8keluarga yaitu suatu+upaya 

terencana&untuk mengendalikan perkembangan keluarga sedemikian rupa 

sehingga pertumbuhan populasi yang seimbang dan peningkatan kualitas populasi 

di semua dimensi populasi tercapai. Pengembangan penduduk disebut_kondisi 

yang9terkait dengan perubahan kondisi penduduk yangzmempengaruhi dan dapat 

dipengaruhiWoleh keberhasilanopembangunan berkelanjutan. Dengan adanya 

penduduk, maka baginya diharuskan memiliki dokumen penduduk, seperti halnya 

surat kependudukan yang paling terakhir yaitu akta kematian (Henry S. 

Siswosoediro, 2008; 83). 

Pemerintah memiliki peran penting untuk dimainkan dalam memberikan 

layanan publik yang sangat baik kepada semua penduduk, sebagaimana 

diharuskan oleh hukum. DalamkPasal01 Undang-Undang Nomor225 Tahun02009 

tentangflayanan publikSmengacu pada&definisi layanan^publik. Layananapublik 

adalahtkegiatan atau[serangkaian kegiatansuntuk memenuhi kebutuhan+layanan 

sesuai_dengan peraturan)perundang-undangan untuk setiapWwarga negara’dan 

penduduk, dan/atau layanan administrasi yang disediakan oleh penyedia layanan 

publik. 
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Menurut ketentuansUndang-UndangmNomoro24;1Tahun 20138tentang 

PerubahansAtas Undang-UndangqNomor 23=Tahun 2006 tentangsAdministrasi 

Kependudukan0dapat disingkat sebagai (UUAK), sebagaimana bunyi Pasal91 

ayat (1), ayat4(2) dan ayatk(3) menyatakan+bahwa “Administrasi;Kependudukan 

adalahxrangkaian kegiatanepenataan dandpenertiban;’dalamipenerbitanidokumen 

dan DatasKependudukansmelaluisPendaftaran Penduduk,sPencatatansSipil, 

pengelolaan informasiaAdministrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya 

untuk pelayanan publik dan pembangunanfsektor lain. PendudukdadalahaWarga 

Negara|Indonesia danbOrang Asinguyangdbertempat tinggal di Indonesia. 

WargazNegarajIndonesiavadalah orang-orangi’bangsa Indonesia asli dan orang-

orang?bangsa lain yang\disahkan>dengan undang-undang<sebagai WargapNegara 

Indonesia”. 

Kependudukansyang\bentuk dan jenis layanan yang memiliki cukup banyak 

aplikasi seperti identitas tempat tinggal, kartunkeluarga, aktarnikah, akta;kematian 

danmakta kelahiran.;Kemudian, khususnya yang berkaitan dengan aktakkelahiran 

dan?akta kematian.qSetiap layanan pemerintah[memiliki>kewajiban untuk 

memberikan layanan berkualitas kepada masyarakat, ini biasanya merujuk 

pada<visi dan?misi instansihterkait dalam memberikan layanan yang lebih 

diinginkan daripada orang-orang yang menerima layanan masyarakat (Anggraini, 

2017). Layanan publik adalah hak-hak mendasar bagiawarga negara, harus 

dihormati oleh negara, karenaolayanan publikdmerupakan bagian integraladari 

kewajibanknegara untuk mensejahterakan penduduknya.=Buruknya pelayanan-

publik yangemuncul sejauh ini disebabkan oleh kurangnya contoh.yang 
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dalamspengelolaan\pelayanandpublik. Kinerja8pelayananhpublik yang1diberikan 

oleh%birokrasi yang$ada di Indonesia masih cukup kuat mengabdickepada 

kekuasaans(statedoriented)2dibandingkan; kepada publik (publicooriented) 

(Samsuddin, 2016). 

 Terkait serangkaian kegiatan?dalam hal<penataan dan>pengendalian, 

penerbitanpdokumenpdan datavkependudukan melaluivpendaftaran penduduk, 

pencatatanvsipil, pengelolaanvinformasi administrasi kependudukan dan 

pemanfaatan hasil untuk layanan publik dan pengembangan sektor layanan 

lainnya.|Informasi administrasi kependudukan;’memilikisnilai strategis untuk 

administrasi pemerintahan, pengembangan dan pelayanan kepada masyarakat 

sehingga perlu untuk mengelola informasizadministrasi kependudukan secara 

terkoordinasi dan berkelanjutan. Jadi demi memastikan lancarnya layanan kepada 

penduduk. Pemerintah menetapkan kebijakan sistem informasi2administrasi 

kependudukan dan sertifikat pencatatan/sipil. 

 Sistem administrasi9pencatatan sipil8dikatakan sebagai sistemuyang 

mengaturksemua administrasifterkait masalah kependudukantsecara;umum. 

Dalamahal ini tiga-jenis sistemsadministrasi,1yaitu pendaftaranypenduduk, 

pencatatan sipil dan manajemen informasi. Masing-masing dari tiga jenis sistem 

administrasi masing-masing memiliki pemahaman dan definisi yang berbeda dan 

dapat memberikan pedoman untuk semua kegiatan dalam 

administrasihkependudukan, masalah; yangmselalu dihadapi dalam 

pembangunansselama tingkatekesejahteraan{penduduk#tidak terdistribusi=secara 

merata,kbaik mengenai kuantitasyyang harus diatur dan diatur dengan benar, dan 
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jugadmelibatkan kualitas yang dapat mengukurptingkat kehidupan suatupbangsa 

(Mulyana, 2017). 

 SistemSadministrasi yangEmenangani semua masalah?kependudukan, 

termasuk pendaftaran penduduk, pengelolaan data pendaftaran kota, informasi 

kependudukan, harus”menjadi tantangan dan patut menjadi perhatian untuk 

mewujudkannya. Karena sampai sekarang undang-undang dan peraturan yang 

mendukungnya masih terfragmentasi, beroperasi secara independen tanpa ada 

kaitannya satu sama lain. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 29Peraturan 

Presiden Nomoro96~Tahun”2018 tentang Persyaratan7dan TataoCara Pendaftaran 

PendudukSdan PencatatanBSipil disingkat PTCP3S, bahwa “PencatatanuSipil 

adalah0pencatatan PeristiwasPenting”yang dialamiyolehyseseorangydalam 

registeryPencatatan SipilYpada Dinas KependudukanYdanePencatatan<Sipil 

Kabupaten/KotaVatau UnitZPelaksana TeknisRDinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil”. 

 Perwujudan;suatu sistem”memang sangatYdidambakan oleh masyarakat. 

Bahkan sebagai ciriQdari penyelenggaraanInegara yang modern;khususnya 

bidang pelayananTmasyarakat{yang}merupakanyhak setiapfwarga negara\dalam 

artiLhak untuk mendapatkan tindakan otentik dari seorang pegawai negeri. Warga 

jarang menyadari betapa pentingnya akta kematian bagi diri untuk 

mempertahankan perjalanan mereka dalam mencari kehidupan. Informasi 

manajemen kependudukan bernilai strategis bagi manajer pemerintah, 

pengembangan dan layanan untuk setiap warga negara, sehingga harus 

dikoordinasikan dalam pengelolaan informasi kependudukan. Banyak orang tidak 
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tahu bahwa memiliki dokumen kepemilikan itu penting. Dokumen kependudukan 

sangat`diperlukan dalam?kehidupanusehari-hari. mulai dari aktaokelahiran, e-

KTP, kartu keluarga, hingga akta kematian. Mengetahui bahwa alasan populasi di 

Indonesia sangat penting, satu cara yang valid untuk mengetahuinya adalah 

dengan mencatat tindakan tersebut cara yang valid untuk mengetahuinya yaitu 

dengan melakukan pencatatan akta (Shahnaz Dyah Purwanto, n.d.). 

 Memenuhi tuntutan masing-masing penduduk untuk mendapatkan hak 

penduduk dan pendaftaran kota tidak”mudah, masalahbyang terjadi di tengah-

tengahomasyarakat:sangatkberbeda, seperti kartuykeluarga, kartu identitas diri, 

akta nikah, akta~kelahiran, akta kelahiran dan akta kematian. Di sisi lain, 

pemerintah-pusat selalu menginginkan data populasi saat ini, benarsdan akurat. 

DinasaKependudukan dan Pencatatan SipilDKota Batam telah berusaha untuk 

mengimplementasikan kebijakanKpemerintahAdaerah serta?pemerintah pusat 

untuk meningkatkan dan”meningkatkan prosesypelayanan publik yang merupakan 

tugastdan;fungsi utama. Agar hukum kolektifsmelindungi hakzdan kewajiban’ahli 

waris dan aset yangsditinggalkan oleh pencipta, pengaturanadiperlukan untuk 

kasus kematian gunaLmelindungi hak-hak2dan kewajibanGahli warisTdanzharta 

kekayaan yang ditinggalkan pewaris diperlukan regulasi mengenai peristiwa 

kematian tersebut (Mulyana, 2017). 

 Satu hal<tidak dapatsdihindari oleh setiap manusia adalahdkematian, 

karena”kematian peristiwasmelampaui kendali manusia. Kematian suatugtakdir 

TuhansYang MahadKuasa yang tidak bisa ditolak olehimanusiaikarenaicepatiatau 

lambattmanusiatakantkembalitketpelukannya. Bagaimana bisa diketahui orang-
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orang yang percaya atau percayatbahwatkematiantadalah@panggilanYilahi 

kepadarumatrmanusiaryang dibuatrolehrTuhanrsebagai pencipta.+Namun, karena 

masih terkait dengan karakteristik sekuler, sangat penting bahwa peristiwa 

kematian ini didaftarkan pada lembaga untuk mengambil tindakan, sehingga 

mereka yang masih hidup tahu siapa anggota terdekat keluarga si meniggal. Ini 

harus dilakukan karenaasangat berguna untuk.mengetahui siapa sebenarnya 

pewaris si meniggal dan janda yang ditinggalkannya. Status hukum janda 

mungkin lebih positif jika didukung oleh bukti tertulis dan otentik dalam bentuk 

tindakan yang dikeluarkan oleh badangyang ditunjuk olehoNegara. Selain 

memiliki kekuatan untuk mengelola dan mengeluarkankakta kematian, karena 

aktafkematian secara eksplisit menjelaskanLpasangannya, dan keluarga 

yangpditinggalkan. 

 Untuk meningkatkan kinerja pengelolaan kependudukan di Kota Batam 

secara terpisah, kelompok dan lembaga yang perlu secarakefektifkdankefisien 

meningkatkanlprofesionaliseaparatur pemerintah, yaitu kapasitas administrasi 

dalam bentuk tanggungjawab,Retika,Ndisiplin dan ketertiban, dalam rangka 

menciptakan kualitas dan kualitas layanan, Secara kelembagaan, perlu untuk 

memperbaiki strukturzbirokrasi, sistem?dan proses, sumber daya, kepemimpinan 

dan hubungan”masyarakat untuk menerapkan layanan publiksyang berkualitas. 

Membutuhkan layanan yang; semakingberkualitas, hal ini>pemerintah 

sebagaiapenyedia bisa lebih%memperhatikan layanan ini, karenaydalam berbagai 

kesempatan8pemerintah selalugberjanji untuk melayani masyarakat. 
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 Saat ini, banyak kasus terkait dengan masalah manajemen populasi di 

berbagai daerah di Indonesia. Kontribusi ilegal, keterlambatan dalam memperoleh 

sertifikat komunitas dan penerbitan dokumen yang sudah ketinggalan zaman 

adalah beberapa kendala yang dihadapi komunitas sensus dan pemerintah. 

Berbagai upaya dan usaha juga telah dilakukan untuk mengatasi agar masalah-

masalah tersebut bisa teratasi dan di minimalisir (Rukayat, 2017). 

 Sebuah organisasi yang melayani sektor demografi sesuaiadengan prinsip-

prinsip umum Indonesia. Tujuan mendaftarkan akta kematian masih belum 

tercapai karena komunitas itu sendiri masihdmemiliki polarpikir bahwasjika 

seseorang meninggal, maka sudah berakhir, sehingga tidaksperlu melaporkan dan 

mengurusskematian keluarganya dalam mendapatkan akta dan kemudian juga 

tingkat kesadaran yang rendah. pentingnya mengelola akta kematian. Rendahnya 

kesadaran masyarakat pentingnya akta kematian tidak hanya terjadi di daerah 

kecil di Indonesia yang belum memahami kegunaan akta kematian dan 

pengaruhnya terhadap dirinya sendiri atau negara, tetapi juga diskota-kota besar, 

salahAsatunya kota Batam. Pencapaian pencetakan dan penerbitan akta kematian 

menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih kurang dalam implementasi 

kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Akta kelahiran dan akta kematian 

menurut data yang diterima terus menurun juga meningkat/belum sikron. 

 Dalam hal ini, layanan yang tepat untuk manajemen populasi yang baik, 

inovatif dan berkualitas harus dilakukan oleh Kependudukanndan CatatanySipil 

KotakBatam untuk mencapai tujuan yangkdiinginkan. Untuk digunakan?sebagai 

dasardkepastian hukumsseseorang, catatan atau catatan peristiwa penting seperti 
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pernikahan, perceraian, kelahiran, kematian, pengakuan anak, dan validasi anak 

harus dimasukkan dalam Register. hal-hal seperti di atas, dipegang oleh 

Pemerintah dan ditugaskan untuk merekam, merekam, dan merekam selengkap 

mungkin peristiwa apa pun yang relevan dengan situasi pribadi seseorang. 

 Semua peristiwa penting dalam keluarga yang memiliki aspek hukum 

harus dicatat dan diolah sehingga baik yang bersangkutan maupun orang lain yang 

berkepentingan mempunyai bukti yang autentik tentang peristiwa-peristiwa 

tersebut, dengan demikian maka kedudukan hukum seseorang menjadi tegas dan 

jelas (Syahruddin, 2016). Orang selalu menuntut layanan publik yang baik dari 

birokrat setiap saat, bahkan jika persyaratan iniqseringqtidakqsesuaiqdengan 

harapan, karenaqpadaqkenyataannyaqlayanan publikqyangqtelah muncul sejauh 

iniqditandai dengan rumit,qlambat,qmahal danqpenasaran. Trenqsepertiqitu 

terjadiqkarenaqkomunitas masih diposisikan sebagai bagian "melayani", bukan 

yang dilayani. Karena itu, penting untuk mereformasi layanan publik dengan 

mengembalikan dan menemukan "pelayan" dan "melayani" mereka dalam 

pemahaman yang benar. Layanan yang ditujukan kepada masyarakat umum 

kadang-kadang dikonversi menjadi layanan masyarakat untuk negara, meskipun 

negara sebenarnya mewakili untuk kepentingan masyarakat (Nur Ayyul Hisbani, 

Musliha Karim, 2015). 

 Koordinasi dalam proses administrasi kependudukan mempengaruhi 

penyediaan data yang baik, terkait administrasi ini tidak berdiri sendiri, karena 

terkait dengan konteks pemerintahan. Koordinasi dalam pemerintahan adalah 

pengaturan aktif, bukan pengaturan pasif. Ini berarti membuat aturan tentang 
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semua gerakan dan kegiatan dan hubungan kerja, terutama di daerah setempat di 

bidang administrasi kependudukan. Pengaturan administrasi kependudukan 

bertujuan untuk mencegah kebingungan dan kegiatan yang tumpang tindih yang 

dapat menyebabkan efek yang sia-sia dan tidak menguntungkan pada moral dan 

tata kerja bagi lembaga instansi yang terkait (Sulaiman, 2018). 

 Setiap kelahiran, keluarga harus mengurus akta kelahiran, di mana 

fungsinya sangat berguna untuk masas;depan anak. Demikian pula,;setiap 

kematian”yang terjadikharus dilaporkan kepadatpetugaskRT/RW atau?kelurahan, 

di mana akta kematian dapat dikeluarkan sebagai surat pengantar 

untukppenerbitan aktakkematian oleh DinassKependudukan DannCatatan Sipil. 

Aktaakematian adalahTtindakan yang disiapkan,;dikeluarkan oleh Dinas 

Kependudukanddan Catatan Sipil yang secara definitif membuktikan kematian 

seseorang. Warga yang telah meninggal harus dilaporkan untuk didaftarkan dalam 

catatan sipil. Jika tidak, laporan akan tetap disimpan dalam daftar kependudukan. 

Ketika orang meninggal di masa lampau, ahli waris/keluarga yang 

ditinggalkan dapat membuat pernyataan untuk mengajukan permohonan akta 

kematian yang mencakup rincian kapan dan di mana kerabat meninggal. Dalam 

permohonan mencakup dua:orang;saksi, serta pernyataan dari RT / RW dan lurah 

setempat. Dokumen yang diperlukan termasuk fotokopibidentitas diri si meniggal, 

fotokopi:kartu;keluarga, dan kartu identitas dua saksi. Perlu kita ketahui bahwa 

setiappkematian wajibbdilaporkan olehHkrtua RT atau namaAlainnya di domisili 

pendudukakepada InstansiPPelaksana paling lambat330 (tigaspuluh) hari sejak 

tanggalLkematian. Kemudian PejabatPPencatatan SipilLmencatat padaARegister 
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Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. Dalam identifikasi 

seseorang yang hilang>atau?mati, tetapi yang mayatnya tidak ditemukan, 

pendaftaranNoleh petugas pencatatan sipilHhanya setelahHkeputusan”pengadilan, 

dan seseorang yang identitasnya tidak jelas, pelaksana mencatat kematian 

berdasarkan informasi dari polisi. 

 Berdasarkancuraian diaatas, PenelitiItertarik untukMmengulas penulisan 

skripsiIini, denganCjudul ANALISIS PELAKSANAAN PASAL0440AYAT (4) 

UNDANG-UNDANG/NOMOR!24 TAHUN 2013 TERHADAP PENETAPAN 

PENERBITAN AKTAnKEMATIAN DI KOTA BATAM. 

1.2. Identifikasi Masalah 

 Sebagaimana uraiannlatar belakang tersebutTdiatas, identifikasiMmasalah 

yangtPenulis kemukakan antara lain : 

1. Dengan semakin banyaknya angka kematian yang tidak dilaporkan oleh 

sebagian masyarakat hal tersebut karena proses pengurusan yang sulit dan 

ribet. 

2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kegunaan atau fungsi akta 

kematian hal itu sosialisasi yang kurang dari pihak terkait. 

1.3. Batasan Masalah 

 Mengingat keterbatasan waktu, cukupan dan aktifitas penyusunannya, 

Penulis membatasi masalah sebagaimana latar belakang yaitu: 

1. Terkait analisis hukum kewenangan pengadilan terkait penetapan penerbitan 

akta kematian. 
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2. Analisis1Pasal;44 ayatv(4) Undang-Undang Nomor?24 Tahun42013 terhadap 

penetapan penerbitan akta kematian di Kota Batam.  

1.4. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi masalah dan batasan 

masalah, penulis merumuskan masalah diantaranya yaitu : 

1. Bagaimana analisis hukum kewenangan pengadilan terkait penetapan 

penerbitan akta kematian? 

2. Bagaimana analisis Pasalg44layat (4)wUndang-Undang Nomorr245Tahun 

20137terhadap penetapan penerbitan akta kematian di Kota Batam? 

1.5. Tujuan Penulisan 

 Dari rumusankmasalah tersebut diatas, tujuan penulisan skripsi yaitu : 

1. Untuk mengalisis kewenangan pengadilan terkait penetapan penerbitan akta 

kematian. 

2. Mengetahui serta memahami bagaimana analisis Pasal 44 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 24;Tahun 2013 terhadap penetapan penerbitan akta kematian 

di Kota Batam. 

1.6. Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan tujuan penulisan yang hendak dicapai, Penelitian;inisdilakukan 

denganhharapan mampuumemberikant manfaat, baikKmanfaat teoritis maupun 

manfaatSpraktis : 

1. ManfaatcTeoritis  

Dalammhal iniddiharapkan mampu memberikan pemahaman kepada 

mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, terhadap akta 
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kematian terkait harta waris melalui penetapan pengadilan, dalam perspektif 

yuridis empiris dan hak asasi manusia. Secara teoritis dapat dijadikan sebagai 

referensi untuk penulisan karya ilmiah sertaamenjadi bahan kajianllebih lanjut. 

2. Manfaat!Praktis 

Penelitiannini”diharapkantdapat menjadi wacanaabaru, sekaligussmemberikan 

pemahaman yangLlebihwmendalam;baikKsecara langsung maupun tidak 

langsung mengenai akta kematian terkait harta waris melalui penetapan 

pengdilan. Secara praktis menambah wawasan dan pengetahuan dalam dunia 

akademis terutama bagi diri Penulis serta sebagai syarat pengambilan gelar 

Sarjana (Soekanto, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 
 

BAB  II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. KerangkakTeori 

Suatu teori, dapat dikatakan sebagai teori;yang menempati posisiIpenting. 

TeoriMmenyediakan saranaAbagi kita supaya dapat merangkum danNmemahami 

masalahHyang kita diskusikan dengan lebih baik. Teori memberikan penjelasan 

dengan mengatur dan mensistematisasikanNmasalah yang dimaksud. Ada 

keraguan dari para akademisi tentang tempat kedisiplinan teori hukum dengan 

filsafat hukum, yurisprudensi, hukumonormatif dan hukumPpositif. Sesuatu yang 

menyamakanFfilosofi hukumMdengan teori hukum. Imre Lakatos, sebuahHteori 

adalahahasil dari pemikirannyang tidak akanhhilang dan hilangBbegitu saja ketika 

teori-teori lain pada dasarnyaBberbeda dalam suatu penelitian (Sutjipto, 2000). 

Teoriadisiniiberisi antara lain : 

1. MemahkotaiIsistem. 

2. Terdiriaatas hukum-hukumHilmiah. 

3. Pernyataan-pernyataannumum yang\memuat hubungan.teratur antara;fakta atau 

gejala. 

4. BerfungsiImemberigeksplanasi, prediksiadan pemahamanTterhadap berbagai 

faktalatau gejala. 

Dengan teorinya, peneliti mencoba menjelaskan fenomenaSsosial atau 

fenomenaSalam yang^menjadi pusatTperhatian berdasarkan unsur teori terkait 

dengan analisis hukum kewenangan Pengadilan Negeri Batam terhadap penetapan 

penerbitan akta kematian dan analisis Pasal 44 ayat (4) undang-undang 
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kependudukan. Dengan demikian, adapun kerangka teorikyang digunakannpenulis 

dalammpenelitian ini^antara lain: 

2.1.1. Teori Kewenangan 

Kewenangan merupakan suatu otoritas terkait dengan”sumber wewenang 

pemerintahLdalam;melakukan tindakankhukum sehubungan denganLhukum 

publik atau dalam kaitannya dengan2hukum#privat, prinsip tersebut berkaitan 

dengan sumber kekuasaan pemerintah dalam melakukan tindakan hukum. 

wewenang adalah kekuasaan atau otoritas, dalam ruang lingkup hukum 

konstitusional, sebagian besar pakar hukum konstitusional menggunakan istilah 

otoritas. OtoritasSdalam bahasaSInggris disebutTauthority atau dalam bahasa 

BelandaAbovedegheid, jadi otoritas adalahHkekuasaan yangSsah. Mengapa 

dikatakan kekuatan yang sah? karena hukum yang memberikan otoritas/validitas 

kepada pejabat. Dengan kata lain tidak ada otoritas tanpa hukumzyang 

mengaturnya. IniDdisebut prinsip legalitas yang berasal dari kata lexXyang berarti 

hukum atauUundang-undang (HR, 2011;101). 

Dalam teori kewenangan disini dimaksudkan untuk membahas mengenai 

kewenangan hukum pengadilan negeri batam dalam membuat penetapan 

penerbitan akta kematian terkait dengan kematian yang tidak diketahui identitas, 

tidak jelas keberadaannya, atau kematian yang telah lama terjadi. Hukum publik, 

otoritas terkait dengannkekuasaan. KekuasaanImemiliki arti yang sama_dengan 

wewenanggkarena kekuasaan dipegang olehHEksekutif, LegislatifFdan yudikatif 

yang merupakan kekuasaanYformal. UnsurResensial dari suatu>Negara dalam 

prosesWpenyelenggaraan pemerintahan,”yaitu: 
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1) hukum; 

2) kewenangang(wewenang); 

3) keadilan; 

4) kejujuran;9 

5) kebijakan;adan 

6) kebajikan.S 

Kewenangan harus didasarkan padatketentuan hukumayang ada 

dikonstitusi, sehinggaLkewenangan tersebutUmerupakan otoritas yang sah. 

Dengan demikian, pejabattatau organ negara dalamemengeluarkan keputusan 

didukung oleh sumber otoritas. StroinkYmenjelaskan bahwaSsumber wewenang 

dapat diperoleh untuk pejabat atau organ negara sebagai lembaga pemerintah 

denganDcara atribusi,ddelegasi danAmandat. Wewenang organ/lembaga 

pemerintah adalah otoritas yang diperkuat olehLhukum positif untuk mengatur 

dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkanJsuatu 

keputusan yuridis yang benar (Alamsah, 2017; 185). 

Dengan demikian, munculnya kewenangan untuk membatasi otoritas negara 

dalam implementasi otoritas pemerintah sehingga mereka tidak bertindak 

sewenang-wenang. PhilipusYM. Hadjon, bahwaRsetiap tindakanOpemerintahan 

disyaratkan1harus bertumpu atasDkewenangan yang sah. Kewenangan itu 

diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Untuk 

mengetahui lebih dari siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban oleh 

pejabat, menggambarkan tiga cara untuk mendapatkan wewenang yaitu atribusi 

artinya pemberian otoritas pemerintah oleh anggota parlemen kepada organ-organ 
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pemerintah ini. Ini berarti bahwa wewenang itu melekat pada pejabat yang 

ditunjuk untuk posisi yang ditugaskan kepadanya. Delegasi yang berarti 

pelimpahan5wewenang pemerintahsdari satuaorgan pemerintahhke organ 

pemerintahYlainnya. Atau dengan kata lain ada delegasi otoritas. Jadi 

tanggungjawab/akuntabilitas terletak padaTpenerima delegasi. Sebagai contoh: 

pemerintah;pusatymemberikan delegasi kepada semuaPPemda untuk membuat 

PeraturanBDaerah (termasuk membuatTkeputusan/menciptakan keputusan) 

berdasarkan daerah masing-masing. Kemudian, mandat yaitu terjadi jika organ 

pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas 

namanya. Dalam mandatAtidak ada pengalihanStanggung jawab, tetapi tanggung 

jawabTtetap melekatTpada mandat. Misalnya instruksi gubernur kepada sekretaris 

daerah bahwaLia menandatangani keputusanKmencairkan anggaran. 

Dengan demikian, dengan adanya wewenang yang dilimpahkan kepada 

pemerintah daerah yang berada diwilayah Kabupaten/Kota, maka secara konkrit 

memberikan pengaruh terhadap setiap kebijakan dan penentuan bagi 

masyararaktnya sendiri. Hal itu sebagaimana bentuk hukum kewenangan 

pengadilan negeri batam dalam menciptakan penetapan pada masyarakat yang 

memberikan permohonan terkait penerbitan akta kematian. 

2.1.2. Teori Kepastian Hukum 

Teori iniDdidasarkan pada pendapatTpara sarjana hukum tentang=hukum, 

dannbagaimana mereka menafsirkan hukumFtergantung pada aliranSmereka 

mengakuRmenjelaskan apa ituUhukum.HKepastian hukumKmerupakan jaminan 

bahwaEhukum dapat diterapkanAdengan baik. Tentu saja, kepastian hukum telah 
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menjadi bagian yang tidak terpisahkan, ini lebih baik daripada spesifikasi hukum 

tertulis. Karena kepastian itu sendiri pada dasarnya adalah tujuan utama hukum. 

Kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat, yang terkait erat dengan 

kepastian itu sendiri, karena esensi keteraturan akan memaksa seseorang untuk 

hidup dengan kepastian dalam melaksanakan kegiatanOyang diperlukan untuk 

melakukanukegiatan kehidupan masyarakat itu sendiri. 

Menurut Sudikno Mertukusumo dalam bukunya Magono, kepastian hukum 

adalah jaminan bahwa undang-undang harus diterapkan dengan baik. Kepastian 

hukum”membutuhkan upayaquntuk mengatur hukum dalam undang-undang yang 

dibuatToleh yang berwenang, sehingga aturanStersebut memilikiSaspek yuridis 

yang dapat menjamin?kepastianThukum berfungsi sebagai aturan yang harus 

dipatuhi. Setiap orang mengharapkan dapat ditetaptaknnya hukum untuk setiap 

pelanggaran yang terjadi, pada dasarnya pelaksanaannya tidak boleh 

menyimpang, maka itulah keinginan dalam kepastian hukum. KepastianPhukum 

merupakanmbentuk perlindungan7terhadap masyarakat dari tindakan\sewenang-

sewenang untuk memperoleh sesuatu dalam keadaan tertentu. Unsur kepastian 

dalam hukum berkaitan dengan aturan yang ada di masyarakat, karena kepastian 

hukum menyebabkan setiap orang”dapat hidup secaraGberkepastian, dan 

melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan ditengah kehidupanpbermasyarakat 

(Margono, 2019; 113). 

Lebih lanjut oleh Van Apeldoorn berpendapat bahwa kepastian hokum 

adanya kejelasan perilaku yang umum dan berlaku untuk semua manusia. 

Kepastian hukum tercapai jika hukum memiliki ketentuan yang tidak bertentangan 
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dengan hukum dan didasarkan pada sistem yang rasional dan praktis. Hukum 

didasarkan pada rechstwekelijkheid dan tidak ada istilah dalam hukum yang dapat 

diartikan berbeda. Substansi Kepastian hukum adalah jaminanwbahwa hukum 

harus diterapkan dengan caraNyang terbaikKatau sesuai. Keyakinan pada 

dasarnya adalah(salah satuqtujuan hukum. Kepastian hukum sering mengarah 

pada aliran positif, karenaJjika hukum tidakJmemiliki identitas, itu tidakJlagi 

digunakanJsebagai panduan atau model untukJperilaku semua orang.KNamun 

hokum\sangat erat\kaitanya dengan]politik kekuasaan berhembusbmaka disitulah 

hukum berlabuh (Awaludin, 2010). 

MenurutTUtrecht, kepastian`hukum memiliki dua makna, yaituPpertama, 

adanya aturan umum yang membuat individu tahu tindakan apa yang mungkin 

dilakukan atau tidakNdilakukan, dan kedua, dalam bentuk jaminan hukumKbagi 

individuudari kesewenang-wenangan pemerintahSkarena dari adanya aturan 

umum bahwa individu dapat mengetahui apakyang dapat dibebankanNatau 

dilakukankoleh Negarackepada individu. Doktrintkepastian hukum berasal dari 

ajaran dogmatis yangKdidasarkan padaPaliran pemikiranPpositivistik diPdunia 

hukum, yangPcenderung memandangPhukum sebagaiPsesuatu yangPotonom, 

mandiri, karena bagi para pengikut pemikiranNini,Ihukum itu tidak lebih dari 

seperangkat aturan. Bagi para pengikut mazhab ini, tujuan hukum itu tidak lain 

adalah memastikan terwujudnyapkepastian hukum. Kepastian hukum 

dicapaiPoleh hukum berdasarkanPsifatnya yangPhanya menetapkan?aturan 

hukum umum. Sifat umum dari aturan hukum menunjukkan bahwaAhukum tidak 

bertujuanPuntuk menjamin keadilanPatau peluang, tetapi hanya untuk kepastian. 
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2.1.3. Teori Keabsahan 

Menurut Kamus hukumsKeabsahan dijelaskanLdalam berbagai Bahasa 

antaraZlain adalahZconvalesceren,Zconvalescentie, yang memilikiZmakna sama 

dengan toZvalidate, toZlegalize, tozratify tozacknowledge yangzberarti untuk 

meratifikasi atau meratifikasi masalah sebagaizcontoh ratifikasi RUU yang 

diajukanzoleh DPRzyang belum disetujui olehzpresiden, sehingga tidak dapat 

diadili oleh DPR selama periode tahun tersebut. Keabsahan sama dengan validitas 

artinya sesuatu yang pasti. Gagasan validitas harus disebutkan dalam konteks 

disini untuk melengkapi gagasan validitas hukum. Jika gagasan validitas 

diketahui, akan mudah untuk terhubung dengan pemahaman tentang validitas 

hukum yang merupakan salah satu studi dalam penulisan jurnal ini terkait 

kewenangan hukum pengadilan negeri batam dalam menetapakan penerbitan akta 

kematian terhadap kematian yang tidak dilaporkan atau tidak jelas identitasnya 

atau tidak diketahui keberadaannya. 

Validitas/kebasahan hukum hampir memiliki artiIyang hampirIsama dengan 

kepastianIhukum. Validitas/kebasahan hukumIsangat dekatIdengan teoriIpositivis 

yang diterapkan diIIndonesia. Bahwa undang-undang yang telah disahkan dan 

telah dinyatakanIsah adalahIhukum yangIsudah ada, sebagaimana diindikasikan 

dalam undang-undang atau peraturanItertulis, meskipun di Indonesia ada juga 

hukum tidakItertulis seperti hukum adat. Keabsahan hukum lebih menekankan 

kepercayaan orang padaIsumber-sumber yang nyata, dapat dilihat dan ditunjukkan 

dalam tampilan penuh. OlehSkarena itu,sdapat disimpulkan keabsahan adalah 

suatuSkepastian, yang sudah adasdan berlaku. Sedangkan validitas hukum adalah 
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aturan hukum yang telah diterapkan, nyata dan pasti. Legalitas hukum di 

Indonesia berarti telah dinyatakan dalam peraturan tertulis seperti peraturan 

perundang-undangan, peraturan pemerintah, surat edaran, dansbanyak peraturan 

hukum tertulis lainnya. 

Memahami keabsahan`hukum penting~untuk dimasukkan dalamspenelitian 

ini karenassubjek penelitian berupa dokumen yang dihasilkan sebagai akta melalui 

penetapan Pengadilan Negeri Batam terkait penetapan akta kematian untuk dapat 

diterbitkan akta kematian olehgDinas Kependudukangdan Catatan SipilgKota 

Batam. Karenagitu, prinsip keabsahan sangat dekat hubungannya dengangtujuan 

melindungighak-hak rakyatgdari tindakan pemerintah. MenurutgKuntjoro 

Purbopranoto, agargkeputusan yanggakan diambil sebagai keputusangyang valid 

adagdua syarat yanggharus dipenuhi, yaitugsyarat materi dangsyarat formal. 

Berdasarkan pengertian-pengertiangdiatas, bahwa keabsahan hukum 

merupakan suatu keputusan yang memiliki persyaratan material dan formal untuk 

diterapkan. Persyaratan material lebih dimasukkan dalam isi keputusan hukum 

sehingga sah dan dapat digunakan, sementara persyaratan formal lebih 

mementingkan penciptaan, periode waktu dan tujuan mengapa undang-undang itu 

dibuat. Ini harus dimasukkan dalam studi penelitian karena hal pertama yang 

diperiksa adalah validitas atau keabsahan, Hal yang menarik bahwa keabsahan 

hukum suatu keputusan harus mengandung semua aspek hukum atau tidak 

kurangnya aspek hukum. Misalnya, keputusan pengadilan harus memasukkan 

aspek hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum. 
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Dapat dikatakan bahwa kematianrseseorang merupakanrperistiwarhukum 

yang bukanrperbuatan subjekrhukum, akanrtetapi akibatnyardiatur oleh hukum. 

Akibatrhukum yangrtimbul darirkematian seseorangradalah penentuan ahli waris, 

pembagian harta peninggalan dan perwalian. AdanyaRtertib hukumRguna 

melindungiRhak-hak danRkewajiban ahliRwaris dan hartaRkekayaan yang 

ditinggalkanRpewaris diperlukanRregulasi mengenai peristiwa kematian tersebut. 

Pelaporan mengenai peristiwa3kematian seseorang6sangat diperlukan untuk 

pemeliharaan data kependudukan sehingga data yang tersaji merupakan data yang 

faktual. Akibat tidak terekamnya data kependudukan, berkaitan dengan laporan 

kematian menjadi masalah karena data kependudukan tidak valid. 

 

2.2. Kerangka Yuridis 

2.2.1. Kewenangan Pengadilan Negeri Batam 

Berdasarkan prinsip diberlakukannya undang-undang, otoritas dalam 

menyelesaikan suatu perselisihan tentu saja harus mengikuti ketentuan atau aturan 

hukum yang berlaku sesuai dengan berlakunya prinsip-prinsip perundang-

undangan. Dengan demikian, kewenanganFmengadili atauFyurisdiksi pengadilan 

menentukanFpengadilan siapa yangbberwenangbmemeriksa dan memutus suatu 

perkara, sehinggabpengajuanbperkarabtersebut dapatbditerimabdanbtidak ditolak 

denganbalasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya. Kewenangan mengadili 

merupakanysyaratyformilysahnya gugatan, sehingga pengajuan perkara kepada 

pengadilan yang tidakFberwenangXmengadilinyabmenyebabkanbgugatan tersebut 
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dapatbdianggapbsalahbalamat dan tidak dapatlditerimalkarenaltidak sesuai dengan 

kewenanganFabsolut atau kewenanganFrelatif pengadilan. 

Kewenangan pengadilan dalam hal ini merupakan kewenangan absolut yang 

berada dilingkungan peradilan mahkamah agung untuk meninjau dan menetapkan 

perkara berdasarkanljenis perkara yang”akan diperiksa dan diputus. Menurut 

ketentuanTUndang-Undang :Nomor048!Tahun32009, kekuasaanTkehakiman 

(judicialTpower) yang beradaTdi bawah MahkamahTAgung (MA) merupakan 

penyelenggara kekuasaan negara di bidangTyudikatif”yang dilakukan oleh 

lingkungan PeradilanhUmum, PeradilanpAgama, Peradilan1Militer, dan Peradilan 

TataTUsaha Negara. MenurutTYahya Harahap, pembagianTligkungan peradilan 

tersebut merupakan landasan sistem peradilan negara (stateTcourtTsystem) di 

IndonesiaTyang terpisah berdasarkan yurisdiksi (separationTcourtSsystemGbased 

onTjurisdiction). Berdasarkan penjelasan Undang-Undang”Nomor%14 

Tahun$1970, pembagian itu berdasarkan pada lingkungan kewenangan yang 

dimiliki masing-masingKberdasarkan Tdiversity jurisdiction,Tkewenangan 

tersebutnmemberikan kewenangan absolut pada masing-masing lingkungan 

peradilan sesuai dengan subjectTmatter of jurisdiction, sehingga&masing-masing 

lingkungan berwenangAmengadili sebatas kasus yang dilimpahkan^undang-

undangAkepadanya (Harahap, 2012). Dasar Hukum3kewenangan mengadili itu 

meliputi: 

1. Undang-UndangLDasarL1945. 

2. Undang-UndangLNomorm49 TahunL2009 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor@2 Tahun 1986#tentang PeradilanaUmum, memeriksa 
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danimemutus perkaraKdalam hukum Pidana (umumsdanukhusus) dan Perdata 

(umum dan niaga). 

3. Undang-UndangHNomor 48LTahun 2009 tentangLKekuasaanLKehakiman. 

 Dengan demikian, kewenangan Pengadilan Negeri Batam dalam 

menetapkan penerbitan akta kematian terhadap kematian yang sudah lama terjadi 

tetapi tidak dilaporkan oleh keluarga si meninggal/ahli arisnya, orang yang tidak 

diketahui identitasnya atau tidak diketahui keberadaannya merupakan 

kewenangan absolut. Hal itu, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 44 ayat (4) 

UUAK. 

2.2.2. Akta Kematian 

Akta adalahcsurat yang dibuat olehwatau di depanLpejabat yang berwenang 

untuk menjadikannya sebagai buktiLyang cukupLbagi kedua belah pihak dan ahli 

warisnya atau yang berkaitan dengan pihak lain sebagai hubungan hukum, 

mengenai semua hal yang disebutkan dalam surat tersebut sebagaiLpemberitahuan 

hubungan langsung dengan hukum otoritas atas akta. Akta pencatatan sipil adalah 

merupakan bentuk tindakan yang berisi rekaman peristiwa-peristiwa penting 

dalam kehidupan seseorang, yaitu kelahiran, pernikahan, perceraian, 

pengakuan/persetujuan anak dan kematian. Akta kematian adalah akta yang 

diterbitkan oleh pejabat pencatatan sipil terhadap meninggalnya seseorang.  

Setiap;yang meninggal:wajib dilaporkan oleh keluarga atau ahli waris si 

meniggalCkepada ketua RT atau RW atau kepala Desa di domisiliKpenduduk 

kepadaMInstansi PelaksanaNpaling:lambat630L(tigaLpuluh) hari sejak tanggal 

kematian, sehingga”PejabatLPencatatan Sipil mencatat pada Register Akta 
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Kematian untuk menerbitkan Kutipan Akta Kematian. Yang dimaksud dengan 

kematian dalam konteks penghentian fungsiLsemua organLseseorang, yang 

dinyatakan dengan/oleh dokterLatau tenaga medisLatau pejabat resmi lainnya. 

Akta kematian diklasifikasikan dalam dua bentuk yaitu akta kematian umum yang 

artinya penerbitan akta kematianqyang diperoleh0sebelum melebihiebatas waktu 

pelaporan dan akta kematian khusus yang artinya penerbitan akta kematian yang 

diperolehxsetelah melewatiyperiode pelaporan dengan adanya penetapan 

pengadilan negeri setempat. 

Penerbitan akta kematian merupakan bentuk proses registrasi kematian oleh 

petugas pencatatan sipil sejak diterimanya dokumen dan persyaratan pelaporan 

kematian oleh keluarga/ahli waris si meninggal hingga pemohon menerima 

kutipan dari akta kematian. Dasar Hukum pengaturannya antara lain : 

1. Undang-Undang Dasar01945 pada Pasal626. 

2. Undang-Undang012 Tahunl2006 tentang Kewarganegaraan Republik 

Indonesia. 

3. Undang-Undang Nomor224 Tahun*2013 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor”23 TahunT20060tentang Administrasi Kependudukan. 

4. Peraturan Pemerintah NomorN9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

UndangNNomor 1LTahun 1974 Tentang Perkawinan. 

5. Peraturan Pemerintah NomorK37 Tahun 2007Ltentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan. 

6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tatacara 

PendaftaranLPenduduk dan Pencatatan Sipil. 
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7. KeputusanKPresiden NomorK88 TahunJ2004 tentang Pengelolaan 

Administrasi Kependudukan. 

8. Perda Kota Batam Nomor18 Tahun52009 tentang penyelenggaraan 

adminsitrasi kependudukan di Kota Batam. 

 Dalam ketentuan UUAK pada Pasal-26 ayat (1) ditentukan bahwaL“Yang 

menjadiXwarga negarasialah orang-orangLbangsa IndonesiaLasli dan orang-

orang bangsaLlain yang disahkankdengan undang-undang{sebagai wargarnegara, 

ayat (2) Penduduk ialahuwarga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat 

tinggal di Indonesia dan ayat (3) Hal-hal mengenaiswarga negarabdan penduduk 

diaturLdenganLundang-undang”.LKemudian Peraturan Presiden Nomor596 

TahunD2018Dtentang PersyaratanDdan TataDCaraDPendaftaran PendudukLdan 

Pencatatan Sipil,Ddalam Pasalx1 butir 2zmenyatakan bahwa “PencatatanSSipil 

adalahApencatatanAPeristiwaaPenting yangadialamiAoleh seseorang dalam 

registeraPencatatanfSipil padaFDinasFKependudukan;dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten/Kotaaatau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil”. Pelaksanaan pelayanan public-dalam-penerbitanIdokumenIkependudukan 

di dasarkan padaAUndang-UndangANomor?24 Tahun 2013^tentang Administrasi 

Kependudukan dan Perda Kota Batam Nomor 8 Tahun 2009mtentang 

penyelenggaraanfadminsitrasi kependudukan di Kota Batam, yangAdibuatAsesuai 

denganAperaturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada 

perbedaan dalam perlakuan proses penerbitan atau pembuatan akta kematian. 

 Pasal 1 butir (1) Undang-undang0Nomor 24 Tahun 20130tentang 

Perubahan0Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang0Administrasi 
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Kependudukan0berbunyi “Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan 

penataan1dan1penertiban1dalam penerbitan1dokumen1dan1Data1Kependudukan 

melalui2Pendaftaran2Penduduk,2Pencatatan Sipil,2pengelolaan informasi 

AdministrasiJKependudukanJserta pendayagunaanJhasilnyaJuntukJpelayanan 

publikJdanJpembangunan sektorJlain”. Kemudian butir 11 menerangkan dengan 

maksud adalah peristiwa yang harus dilaporkan oleh warga karena konsekuensi 

mengeluarkan atau mengubahJKartuJKeluarga, Kartu2Tanda1Penduduk dan/atau 

akta penduduk lainnya termasuk pindah, menyelesaikan perubahan, dan status 

naik terbatas ke rumah permanen.”. Selanjutnya pada butir 17 menyatakan 

“Peristiwa Pentingsadalah kejadiantyangkdialamiSolehSseseorangSmeliputi 

kelahiran,Skematian,SlahirSmati, perkawinan,Sperceraian,Spengakuan anak, 

pengesahankanak, pengangkatansanak, perubahanknama dan perubahancstatus 

kewarganegaraan”. 

 

2.3. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian;terdahulu ini”menjadi salah satuPacuan Penuliskdalam 

melakukan penelitian sehingga dapatymemperkaya teori!yang digunakan dalam 

mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak 

menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis 

tentang analisis pelaksanaan Pasal.44.ayat7(4).Undang-Undang.Nomor.24.Tahun 

2013 terhadap penetapan penerbitan akta.kematian di Kota Batam. Namun’penulis 

mengangkat’ beberapa -penelitian-sebagai -referensi dalam- memperkaya-bahan 

kajianQpadaqpenelitianqpenulis,qberikut penelitian terdahulu antara lain : 
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1. EkaqSubrataqGantaraqHutabarat, SuriaqNingsihqdanqErnaqHerlinda dengan 

judul Studi tentang PenerbitanqAktaqCatatan SipilqolehqDinasqKependudukan 

danqCatatanqSipil Kota MedanqBerdasarkanqUndang-Undang Nomorq23 

Tahuna2006atentangaAdministrasiaKependudukan.  

Penelitian mereka menerangkan bahwa PenerbitaneAkta CatataneSipil menurut 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 

Prosedurepenerbitaneaktaecatatan sipil oleh Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kota Medanedaneakibatehukumeapa yangetimbul bagi pemegang akta 

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. penelitian 

diperoleh bahwasaktasadalah suratsyangsdiberistanda tangan, yangsmemuat 

peristiwa-peristiwasyang menjadisdasarsdarispada suatushaksatausperikatan, 

yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.  

Bertitikstolakadariadefinisi tersebutadiatas,ajelaslahabahwa tidaklah semua 

surat dapat disebut akta, melainkandhanya surat-surattertentudyangdmemenuhi 

syarat-syarat tertentu pula baru dapat disebut akta. Untuk memperoleh akta 

LembagazCatatanzSipil dapatzdilaksanakanzberdasarkan prosedurzdan syarat-

syarat yangztelahzditetapkan olehzperaturan perundang-undangan. Proses 

memperoleh akta catatan sipil tidaklah berbelit-belit, asalkan pihak yang 

berkepentinganxmemenuhixprosedur dan syarat-syarat yangxtelahxditetapkan 

(Hutabarat, 2013). Penulis simpulkan bahwa pembuatan akta catatan sipil 

sebagaimana-yang-telah dicantumkan dalam-undang-undang tentang 

administrasi-kepedudukan-hanya-merupakan peraturan-semata-yang dalam 



30 
 

 
 

penerapannya tidak efektif. Namun, penulis mengkaji tentang pelakasanaan 

Pasal 44 ayat (4) undang-undang kependudukan. 

2. Suhardi dengan topik Persepsi0Masyarakat-terhadap-Kualitas Pelayanan 

Publik-pada-Kantor-DinaslKependudukanlKotalBatam 

Persepsi”masyarakat terhadap kualitas?pelayanan publik pada Kantor Dinas 

Kependudukan Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau yang dinilai dari lima 

dimensi, yaitu bukti fisik, kehandalan, reaksi, manfaat, dan simpati. Dinas 

Kependudukan Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau harus dapat 

memperhatikan hal-hal yang tidak sesuai persepsi/harapan pengguna layanan, 

diantaranya : 

1) Dinas”KependudukantKota Batam dapatomemperhatikan kondisiytempat 

melakukanypelayanan5tersebut denganymemperbesar ruang-tunggu 

pelayanan,yagarypengguna layananydapatsmerasasnyaman,skarena tempat 

yang disediakanssaat inismenurutspersepsismasyarakat masihssangatskecil. 

PenelitismelihatsdisKantorsDinassKependudukansini masih tersedianya 

tanahskosong,sdisarankan masihsmemungkinkansuntuksdibangun ruang 

satusatapspelayanan. 

2) Sarana1dan prasaranaryangrdigunakan seperti menyediakan tempat menulis 

ataurmengisi2blanko, jumlah kursi7perlurditambah,rkarena;jumlah tempat 

dudukrtidakrsebanding denganrjumlahrpenggunarlayanan, danrjugartoilet, 

ac,rnomorrantianrotomatis perlurmendapatrperhatian jugarkendatirsaat ini 

telahrada, namumrmasihrbelumrsesuairdengan persepsiamasyarakat. Jika 

perlu dilengkapi denganftempat ibufmenyusui ataufsaranafbermain anak, 
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karena penggunaf layananf banyakf yangAmembawa anaknya saat 

menggunakanflayananf(Suhardi, 2018). 

Penulis berpendapat bahwa Dinas Kependudukan Kota Batam masih 

kurangnya sumber daya manusia dalam melakukan pelayanan terhadap 

masyarakat. Dengan itu, penulis dengan kajian berbeda pada objek Pasal 44 

ayat (4) undang-undang kependudukan. 

3. Shahnaz Dyah Purwanto, R. Slamet Santoso dengan judul EvaluasiEProgram 

PencatatanVAktavKematian divDinasvKependudukan danvPencatatan Sipil 

Kota Semarang.  

Penelitiannyavmenunjukkan bahwa9tingkat9capaian9dari program pencatatan 

aktahkematianhdi Kota Semaranghmasihhrendah jikahdibandingkanhdengan 

program lainnya yang berkaitan dengan dokumen kependudukan, yaituhsebesar 

31,51%.hDitemukanhhal-hal yanghmenghambathberjalannya programhyaitu 

kurangnya komunikasi dan sumberkdayakmanusia yangjkuranghmemadai. 

Rekomendasinyangndapat diberikan adalah memperbanyak sumber daya 

manusia dan memperbaikispola komunikasis(Shahnaz Dyah Purwanto, n.d.). 

Penulis simpulkan perlunya ditingkatkan sumber daya manusia dalam 

melakukan proses pelayanan mulai dari melakukan sosialisasi terhadap 

masyarkat dan kegiatan lain dengan tujuan agar masyarakat tidak mengabaikan 

kegunaan catatan sipil akta kematian. Hal demikian yang membedakan penulis 

dalam melakukan penelitian tentang analisis Pasal 44 ayat (4) terkait penetapan 

penerbitan akta kematian oleh Pengadilan Negeri Batam. 
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4. M. Jafar dan Sulaiman konteks PenataansAdministrasisKependudukan 

Berbasis Mukim dan Gampong di Provinsi Aceh (Mukim and Gampong-Based 

Population Affairs Administration in the Province of Aceh). 

Yangbdalam kajian penelitian”tersebut Manajemen populasi yang sukses di 

Aceh membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang implikasi manajemen 

populasi oleh semua pihak. Peran pemerintah Mukim dan Gampong dalam 

populasi dapat dilihat dalam konteks yang luas. Administrasi, yang 

penduduknya merupakan bagian, dilaksanakan secara strategis dengan 

melibatkan mukim dan musik secara keras. Manajemen populasi Aceh prihatin 

dengan mengoptimalkan peran data dan memberikan informasi demografis. 

Dalam hubungan sosial masyarakat, pemimpin Mukim dan Gampong dapat 

secara andal melacak populasi daerah tersebut. Secara antropologis, Mukim 

dan Gampong tidak hanya berakar di wilayah itu, tetapi juga dalam genetika 

rakyat mereka.  

penghipunana masyarakat harus mulai dengan memperoleh data yang tepat di 

tingkat desa. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data populasi yang akurat 

membutuhkan pelatihan dalam meningkatkan pejabat desa dan manajemen 

populasi yang berhasil secara lebih tepat dan teratur. Sebagai bagian dari 

optimalisasi peran pemerintah Mukim dan Gampong dalam penataan 

manajemen populasi di Aceh, ia mengusulkan agar pemerintah Aceh 

memperkuat pemerintah Mukim dan Gampong. Dalam konteks yang lebih 

luas, optimalisasi terkait dengan upaya untuk mendukung keberhasilan proses 

pembangunan (Sulaiman, 2018). 
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Penulis menyikapinya bahwa instansi terkait  tidak efektif dalam menerapkan 

pelayanan terhadap masyarakat serta sosialisasi yang kurang sehingga 

masyarakat kurang memahami bagaimana dokumen kependudukan. Disini 

penulis mengkaji tentang pelaksanaan Pasalr44 ayat (4) Undang-Undang 

Nomor 24+Tahun=2013 terhadap penetapa penerbitan akta kematian di Kota 

Batam. 

5. NurrAyyulrHisbani, MusliharKarim, dan IhyanirMalik dengan Skripsi, 

PenerapanrInovasi PelayananrPublik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Enrekang. 

Penelitian mereka menyimpulkan bahwa penerapankinovasi pelayanan publik 

di DinasaKependudukan danwPencatatan Sipil Kabupaten Enrekang terdiri 

dari relative advantaget(keuntungan relatif), e-KTP ini Ini menawarkan banyak 

manfaat, seperti meminimalkan kehadiran seseorang dengan beberapa kartu ID. 

Membandingkan e-KTP tradisional dengan kartu ID, dapat digunakan untuk 

menangkap teroris, Kompatibilitas (kompatibilitas) Komunitas telah 

menemukan ketidakcocokan antara keduanya, tetapi beberapa informasi yang 

diberikan Menemukan kompatibilitas dalam hal memahami fitur dan 

penggunaan e-KTP, dan kompleksitas (tingkat kerumitan). Untuk membuatnya 

dapat dimengerti oleh banyak orang, gunakan chip yang menyimpan jenis data, 

termasuk biometrik iris dan sidik jari populasi yang terdapat pada kartu 

elektronik-KTP. 

NamunntidaknterdapatnpadanKTP, serta prosedurmpengurusanme-KTPmini, 

akhirnya tingkat kerumitan yanggtinggigtersebut bukanglagigmenjadigmasalah 
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yang penting, (kemungkinan dicoba). inovasi pelayanan e-KTP dapat diamati 

oleheseluruhelapisan masyarakat, baikedarielembaga-lembaga pemerintahedan 

non-pemerintah,epihakeswasta, maupunlorganisasi-organisasilaktif (Nur Ayyul 

Hisbani, Musliha Karim, 2015). Dengan demikian, perbedaannya dimana 

penulis meneliti mengenai pelaksanaan Pasals44mayat (4)LUndang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2013 terhadap penetapa penerbitan akta kematian di Kota 

Batam. 

6. Samsuddin yang kajiannya tentang Kinerja2Pelayanan2Publik2(Studi2Kasus 

Pada3Dinas3Kependudukan3dan Catatan3Sipil (Disdukcapil)3KotarJambi). 

Memberikan layanan publik kepada masyarakat Jambi yang diukur dengan 

mencapai tingkat kinerja dapat diklasifikasikan sebagai efektif. Ini dapat 

dibuktikan dengan umpan balik pelanggan yang diukur dalam kuesioner yang 

dilakukan oleh peneliti. Untuk meningkatkan kinerja Departemen 

Kependudukan dan kantor registrasi, warga Kota Jambi harus memperhatikan 

pemerintah kota dan populasi dan kantor untuk meningkatkan dalam hal 

layanan Kantor Registrasi Warga Kota Jambi , Memberikan pemahaman 

mendalam tentang pentingnya Visi dan Misi di semua tingkat adaptasi di 

kantor Disdukapil. Sistem standar atau peraturan layanan perlu ditetapkan yang 

sesuai untuk beban kerja dan kesulitan tugas karyawan. Membutuhkan standar 

kualitas layanan atau SOP yang jelas. Meningkatkan kualitas sumber daya 

peralatan dan melengkapi struktur kantor untuk memenuhi kebutuhan 

karyawan dan pengguna layanan. Sosialisasi dibuka untuk umum untuk 



35 
 

 
 

meningkatkan pengetahuan pelanggan dari perspektif manajemen populasi di 

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi. 

Penulis simpulkan bahwa dinas terkait dan masyarakat harus saling 

mendukung dan kerjasama dalam meningkatkan pelayanan serta tertib 

adminstrasi dokumen kependudukan. Berbeda dengan penulis yang tentang 

pelaksanaan Pasal 44tayat (4) Undang-Undang Nomor 24yTahuna2013 

terhadap penetapa penerbitan akta kematian di Kota Batam. 

7. NindyasAlvina.sK, Dra.sDyahsLituhayu,sM.Si, judul penelitiansImplementasi 

ProgramsPencatatanvbAkta Kematian dibDinasfKependudukanvDan Catatan 

Sipil. Penerapan Program Pencatatan Akta. Proses Program Pencatatan Akta 

Kematian di Kota Semarang terdiri darig16 kecamatan yang ada di kota 

Semarang, dan hingga per tahunr2015-baru mencapai sekitars20,60% jumlah 

penduduk Kota Semarang yang memiliki akta kematian dari target yang 

ditetapkan yaitu sebesarg100%=seperti yang tertera di dalam RPJMD Kota 

Semarang6tahun-2015-2019. Faktor yang menjadi penghambat Implementasi 

Program Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kota Semarang, yaitu :  

a. Secara teori, sikap sebagian besar orang acuh tak acuh terhadap manajemen 

populasi yang tertib, bahkan jika masyarakat sudah mengetahui betapa 

pentingnya tingkat tugas untuk mengurus dokumen kependudukan. 

b. Sosialisasi yang dilakukan oleh Kota Dukcapil Semarang belum maksimal 

karena kesalahan komunikasi antara pelaksana dan tujuan dan sasaran 

sosialisasi belum tercapai. 
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c. Kurangnyacpeninjauan dalam kegiatan sosialisasi secara langsung oleh 

pemerintah sehingga*sosialisasi yang diharapkan belum tercapai. Masih 

ditemukannya praktek-praktekhkecurangan dalam pelaksanaan kegiatan 

administrasi kependudukan, salah satu contohnya ada pungutan liar, serta 

maraknya stereotype serta penilaian negatif di kalangan masyarakat 

mengenai kinerja pemerintahan di Indonesia. 

d. SumberlDaya Manusial(SDM) di bidangrpencatatanrakta kematian Dinas 

Kependudukan$dan Catatan Sipil Kota Semarang (K. & Lituhayu, 2017). 

Penulis menyimpulkan bahwa masyarakat dan dinas kependudukan setempat 

kurang mempunyai hubungan harmonis yang terutama saling menjaga 

kedudukan baik dari segi ekonimi maupun derajad kepribadian. Perbedaannya 

dengan penelitian penulis yaitu penulis mengkaji tentang 

pelaksanaanzPasal<44 ayat?(4)kUndang-UndanglNomor 24 Tahun 2013 

terhadap penetapa penerbitan akta kematian di Kota Batam. 

8. Syahruddin, ImplementasicAdministrasi Kependudukan di Kabupaten Merauke 

(Perspektif PelayananmKartu Tanda Penduduk, AktarKematian dan Akta 

Kelahiran). Implementasi kebijakan disimpulkan diantaranya: 

1) e-KTP Implementasi pembuatan di Kabupaten Merauke lancar, tetapi pada 

kenyataannya ada warga yang tidak memiliki e-KTP di kota atau di dalam. 

Ini terjadi karena area layanan e-KTP yang besar, perangkat perekaman data 

elektronik yang terbatas dan sumber daya manusia (operator) yang terbatas 

yang memiliki keahlian yang sangat terbatas dan fasilitas pendukung seperti 

transportasi. 
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2) Data tentang layanan akta/sertifika kematian di Kantor Kependudukan dan 

Kependudukan menunjukkan angka kematian penduduk sangat rendah. Hal 

ini terjadi karena kurangnya kesadaran publik dalam melaporkan anggota 

keluarga yang telah meninggal dan bagi orang-orang yang mengurus 

sertifikat kematian biasanya memiliki minat dalam bentuk anggota keluarga 

asing, mengurus berkabung dan asuransi kecelakaan.. 

3) Faktor-faktor dipengaruhi kebijakan layanan administrasi kependudukan 

oleh lingkungan politik, ekonomi, komunikasi dan kelembagaan 

(Syahruddin, 2016). 

Penulis simpulkan bahwa adanya campur aduk kewenangan dari berbagai 

pihak dalam pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil. sehingga masyarakat 

terabaikan dan tidak mau tahu tentang kegunaan dan fungsi akta catatan sipil 

seperti akte kematian dan ditambah lagi pengetahuan masyarakat yang belum 

merata. Dengan demikian perlunya ditingkatkan sumber daya manusia dalam 

menjalankan pelaksanaan administrasi kependudukan. Berbeda dengan objek 

kajian penulis yaitu terhadap penetapa penerbitan akta kematian di Kota 

Batam. 

9. Achdiat dan Yaya Mulyana dengan judul Model2KebijakansPeningkatan 

LaporandKematianadalamfAdministrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di 

Kabupaten Bandung Barat. 

Salah satu masalah yang sangat rumit dalam Administrasi Kependudukan 

terkait dengan Daftar Acara Kematian. Konsekuensi hukum dari kematian 

seseorang adalah penentuan ahli waris, distribusi warisan dan kepercayaan. 
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Untuk keberadaan hukum yang diperintahkan, untuk melindungi hak dan 

kewajiban ahli waris dan properti yang ditinggalkan oleh pewaris, peraturan 

tentang peristiwa kematian diperlukan. Fakta menunjukkan bahwa hasil dari 

tidak mencatat data populasi, terkait dengan laporan kematian di Departemen 

Kependudukan dan Catatan Sipil, merupakan masalah karena data populasi 

tidak valid.  

Sebenarnya dari sertifikat kematian yang terdaftar di Kabupaten Bandung 

Barat masih langka dan hanya 20 kandidat pada tahun 2015 dapat melihat 

tanda-tanda permintaan untuk penerbitan sertifikat kematian. Studi ini 

menemukan model kebijakan registrasi sertifikat kematian yang meningkatkan 

jumlah pendaftaran sertifikat kematian untuk Kabupaten Bandung Barat 

menggunakan pendekatan model kriminal, dengan SPM 70% pada tahun 2018. 

(Mulyana, 2017). 

Selanjutnya Penulis menyimpulkan bahwa kurangnya sosialisasi dilakukan 

oleh dinas terkait sehingga mengakibatkan masyarakat setempat mengabaikan 

kemanfaatan atau fungsi akta kematian dalam proses perubahan Kartu 

Keluarga. Proses memperoleh akta pencatatan sipil tidak rumit, selama para 

pemangku kepentingan memenuhi prosedur serta ketentuan yang telah 

ditetapkan. Berbeda dengan kajian penulis terhadap penetapa penerbitan akta 

kematian di Kota Batam. 
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2.4. Kerangka Pemikiran 

 Berdasarkanylandasan teoritist dan penelitian terdahulu, maka kerangka 

Pasali44qayat (4)`Undang-Undang1Nomor 24 Tahun 2013 terkait penetapan 

penerbitan akta kematian yaitu mengenai penetapan penerbitan akta kematian 

terhadap peristiwa meninggalnya seseorang yang tidak diketahui identitas dan 

tidak diketahui keberadaan atau kematian yang sudah lama terjadi, menjadi salah 

satu bentuk hukum kewenangan Pengadilan Negeri Batam dan tinjauan terdkait 

Pasal 44 ayat (4) UUAK. Pendaftaran kematian merupakan salah satu otoritas dari 

lembaga pencatatan sipil, karena dengan adanya akta kematian maka sebagai 

pembuktian peristiwa kematian seseorang. 

 Kematian adalah perjalanan yang harus dilalui semua manusia. Banyaknya 

kematian yang tidak dilaporkan dan kematian yang tidak diketahui identitas 

merupakan peristiwa yang tidak dapat diduga. Hal itu sangat berdampak pada 

perubahan jumlah kependudukan disuatu daerah khususnya Kota Batam. Dengan 

adanya kewenangan Pengadilan Negeri dalam menetapkan terkait penerbitan akta 

kematian seseorang, maka memudahkan Dinas=Kependudukan+dan Catatan Sipil 

Kota Batam untuk melakukan perubahan data kependudukan terkait status 

seseorang yang sudah meninggal. 
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BAB  III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Berdasarkan yangyditelitiyoleh penulis dalam penelitian hukumsnormatif. 

Metodeepenelitianehukum normatif atau penelitian hukum perpustakaan adalah 

metodewpenelitian hukum di mana bahangpustaka yangpada diperiksa. Dalam 

penelitian hukum normaif bermaksud menemukan kebenaran koheren yaitu 

adakah aturan hukum sesuai dengan norma, perintah atau larangan apakah sesuai 

dengan prinsip hukum serta apakah tindakan pejabat dan masyarakat sesuai 

dengan norma hukum. Secara metodologis, metode yang dilakukan dalam 

penelitian berarti secara sistematis dan sesuai dengan sistem yang digunakan oleh 

peneliti itu sendiri, sementara itu konsisten bahwa kesetaraan terkait dengan 

sesuatu yang sedang diselidiki atau kesetaraan terkait sesuatu hal yang diteliti 

yang tidak bertentangan dengan kerangka dalam penelitian tertentu. 

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang digunakan 

untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai apa yang dicari untuk 

mencari jawaban. Pendekatan dimaksud yaitu pendekatan undang-undang (statute 

approach), pendekatan kasus (case aproach), pendekatan historis (historical 

aproach), pendekatan komparatif (comparative aproach) dan pendekatan 

konseptual (conceptual aproach). Dengan tujuan untuk melaah undang-undang 

yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang terjadi, kemudian 

menelaahnya terhadap kasus-kasus yang menjadi putusan pengadilan. Selanjutnya 

dilakukan perbandingan dalam memperoleh kesamaan dan ketidaksamaan, 
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sehingga apa yang dilahirkan mengenai pengertian hukum, konsep dan asas 

menjadi relevan pada penerapannya (Peter Mahmud Marzuki, 2016). Objek kajian 

penelitian hukum normatif adalah pada hukum yang telah di konsepkan sebagai 

norma atau kaidah. Pada dasarnya, penelitian normatif adalah suatu bentuk 

penelitian yang mempelajari dan menganalisis aturan hukum yang telah 

ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Dengan kata lain, pada dasarnya 

penelitian adalah suatu upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi (Salim HS, 2016). Penelitian yang dilakukan dapat dikaji dan di analisis 

berdasarkan antara lain: 

1) sifatnya; 

2) bentuknya; 

3) penerapannya; 

4) tujuannya; dan 

5) disiplin ilmu yang ditelitinya. 

Penelitian yang dilakukan secara deskriptif, menggambarkan gejala-gejala 

di masyarakat sehubungan dengan kasus yang diselidiki. Ini adalah pendekatan 

kualitatif, yang merupakan proses penelitian yang menyediakan data deskriptif. 

Pendekatan kualitatif penulis bertujuan untuk memahami fenomena yang sedang 

diselidiki. Penulis meneliti dengan tujuan memperhitungkan prinsip-prinsip 

hukum (rechsbeginselen), yang dapat diterapkan pada hukum positif yang ditulis 

maupun hukum positif tidak tertulis. Sebagaimana penelitian penulis tentang 

analisis hukum kewenangan pengadilan negeri batam terkait penetapan penerbitan 

akta kematian yang kemudian terkait Pasal 44 ayat (4) UUAK. Metode ini penulis 
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gunakan dengan sejumlah sistem ulasan arsip perundang-undangan terkait, buku, 

buku, dan karya ilmiah lain di perpustakaan yang dapat digunakan sebagai sumber 

referensi tesis ini. 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian5yang5dilakukanSoleh penulis=yaitu dengan membutuhkan 

berbagai bentuk data untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan 

perolehan data dimaksud menjadi metode dalam menganalisis masalah penelitian 

ini dengan menggunakan metode pengumpulan data, yaitu : 

1. Studitkepustakaan 

Studi kepustakaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam 

mendapatkan referensi yang berkaitan dengan objek yang telah diteliti. 

Kegiatan dimaksud yaitu dengan mengumpulkan buku-buku, hasil penelitian 

terdahulu, jurnal-jurnal khususnya tentang akta kematian.  

3.2.1. Jenis Data 

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian hukum normatif 

dengan metode pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan dengan 

bahan hukum sekunder undang-undang, buku dan jurnal. Dalam melakukan 

penelitan, menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian dimaksud 

untuk menganalisis pelaksanaan Pasal~44 ayatI(4) Undang-Undang NomorJ24 

Tahun<2013 tentang Administrasi Kependudukanhkhususnya di Kota Batam. 

Bahan hukum adalah segala yang dapat dipakai atau diperlukan dengan jalan 

menganalisis hukum yang sudah berlaku. Bahan hukum tersebut yaitu bahan 
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hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

1. BahansHukumsPrimerS 

Bahanahukum primer, bahanfyang menjadi sumber utama dalam penelitian 

ini. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif 

artinya mempunyai otoritas dalam hal ini undang-undang, catatan-catatan resmi 

atau risalah dan putusan-putusan hakim. Bahan dimaksud adalah peraturan 

perundang-undangan yang diantaranya: 

1) Undang-Undang Dasar 1945; 

2) Undang-Undang 12 Tahun 2006 tentang6Kewarganegaraan”Republik 

Indonesia; 

3) Undang-Undang=Nomor 48+Tahun 20096tentang Kekuasaan Kehakiman; 

4) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-UndangaNomor42 Tahun 19861tentang Peradilan Umum; 

5) Undang-Undang Nomorj24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomorb23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 

6) Peraturan Pemerintah2Nomor840 Tahun62019 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 

tentang Perubahan AtastUndang-UndangwNomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan; 

7) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara 

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 
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8) Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Administrasi 

Kependudukan; dan 

9) Perda Kota Batam Nomor 8 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan adminsitrasi 

kependudukan di Kota Batam. 

2. Bahan2Hukum7Sekunder4  

Bahan1hukum sekundersmerupakan semua yang berbentuk publis seperti 

buku-buku, kamus-kamus hukum, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, surat kabar, 

makalah seminar dan lain-lain. Bahan8hukum sekunderkdidefinisikan sebagai 

bahan hukum yang tidak mengikat, tetapi lebih menjelaskan bahan hukum primer 

yang merupakan hasil dari opini atau pemikiran yang diproses dari para ahli atau 

ahli yang berurusan dengan bidang tertentu dan memberikan indikasi ke mana 

peneliti akan memimpin. Dengan materi sekunder penulis berarti pelajaran dalam 

buku, jurnal hukum, dan di Internet (Peter Mahmud Marzuki, 2016). 

3. Bahan0HukumlTersier 

Bahan hukum tersieramerupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi 

untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder. Arti lain bahwa bahan hukumttersier adalah bahan hukum yang 

mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan 

pemahaman dan pemahaman tentang materi hukum lainnya (Soekanto, 2015).. 

3.2.2. Alat Pengumpulan Data 

 Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur katalogisasi dan identifikasi 

hukum dan peraturan, serta klasifikasi dan organisasi bahan hukum berdasarkan 

masalah penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan 
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dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Pencarian sastra dilakukan dengan 

meninjau, menganalisis, dan membuat catatan tentang bahan pustaka yang terkait 

dengan masalah yang sedang dipertimbangkan mengenai seputaran akta kematian 

yang diteliti oleh peneliti. 

 

3.3. Metode Analisis Data 

Penelitian hukum”normatif, pemrosesan data_dilakukan menggunakan 

mesistematika materi hukum tertulis. Sistematisasi berarti mengklasifikasikan 

bahan hukum untuk memfasilitasi analisis dan pekerjaan konstruksi. Kegiatan 

yang dilakukan dalam analisis data peraturan pada penelitian hukum 

menggunakan data yang diperoleh dianalisis dengan metode analisis data. Analisis 

data didefinisikan sebagai organisasi dan pengelompokan data berdasarkan model, 

kategori dan deskripsi untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis. 

Analisis data dibagi menjadi dua bentuk: kuantitatif dan kualitatif. Analisis data 

dan analisis kualitatif menggunakan metode penelitian hukum preskriptif (Salim 

HS, 2016). 

Dalam rangka menjawab isu-isu hukum yang dimuat dalam peraturan 

perundang-undangan terkait Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 

Administrasi Kependudukan yang dinyatakan dalam Pasal 44 ayat (4) mengenai 

penerbitan akta kematian yang telah lewat waktu pelaporannya, kematian yang 

tidak diketahui identitasnya. Ketentuan tersebut haruslah mempunyai relevansi 

dalam menerbitkan akta kematian yang diajukan oleh keluarga simeninggal. 

Bahan hukum yang diperoleh kemudian menjadi bahan diskusi, peninjauan dan 
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pengelompokan menjadi bagian-bagian tertentu untuk diproses menjadi data 

informasi. Dengan demikian, penulis menggunakan analisa kualitatif, di mana 

data dianalisistdengan metode deskriptif analisis. Metode ini digunakan 

denganrtujuan menggambarkan secara obyektif terhadap analisis hukum 

kewenangan pengadilan negeri batam terkait penetapan penerbitan akta kematian 

dan terkait Pasal 44 ayat (4) UUAK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


